
ASPEK HUKU1\I PERIKA'f,\J� PEi\IBEB1\SAN 

llAK A1'AS TANAII 

(Studi Kasus di Pc11g:11Iilan Negeri ,\Jedan) 

SKRIPSI 

Ui:ljukan t,n1115..; l'!ttnrnuhi Tu�as A.J..bir 

Ptrlrnliahan lhlain Mrn<bpaol.an 
<:dor Sarjnu Huldlll 

OU.II 

SU"ii\N:i\'AH AULIA R 

NP.\l: 07.8-10.0146 

BID �NG llliKlli\I KEPERDATAAN 

FAKULTAS HUKUl\I 

UNJ\'ERSJTAS i\IEOAN ;.\REA 

t\IEDAN 

2013 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



JI 

Ill 

LEMBAR PENGESAHAN 

PAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS Ml DAN AREA 

l'l'NY AJT 
NAMA 
NPM 

SuNANSYAH ALL!A RAHMAN 
(17 840 0146 

JUDUL SKRIPSI ASPEK HLKUM P.ERfKA I AN Pl MHEllASAN A I AS 
TANAH (Sll.:d1 Kasus di PeQ�ilan NL-gc:n Medlin) 

DOSFN PEMB!MRING SKRIPSI r . � NAMA SYAFARUD})IN; SH; M H 
JABATAN DOS N ��!!'.)RING I 
TANGGAl PFRSl:.TUJUAN .'/,,..rep'. ' 

I ANDA T ANGAN 
.v ······- ·· 

'J.. NM!A TAlfHK SIREGAR. SH, M llum 
JABATAN DOW"I PEMBIMBING n 
TANGGAI, PERSFlUJUJ\N 

TANDA TANGAN 
.. / ... 

I'ANITIA MEJA HIJAU 

I. KJITUA SUHA TRIZAI Sil, M H 

2 SERKERTARIS MUAZ.zUI Sii, M Hum 

1 PENGUJI I · S' AFARUDDIN, Sii. M 

-

4 PE'llGUII U ·'I Al} 11\. SIRJ GAR, SH, M Hum 

OlSL l UJUIN OJ.Eli 

lll'KAN PAK HUKU.\1 
UNIVFRSiT AS Ml-.DAN ARP.A 

KF.TUA BlDANu lllJKUM KEl'FRDATAAN 
fAK. HUKUM L.NIVERSI l ASM[ DAN AREA 

l. 

(LAr\'I .MUNAWIR, SH, M Hum) 

I 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



FAKULTAS HUKUM 
UNIVE R S I TAS MEDAN AREA 

LEMBARAN PERSETUJUAN SK RIPSI : 

I. PENYAJI: 

NAMA 
NPM 

BIDANG 
JU DU L SK RIP SI 

II. DOSE N PEMBIMBING SK RIPSI : 

1. NAMA 
JABAT A N  
TANGGAL PERSE TUJUAN 

TANDATANGAN 

2. NAMA 
JABAT A N  
TANGGAL PERSETUJUAN 

TANDA TANGAN 

SUNANSY AH AULIA R 
07 840 0146 

HUKUM P E ROATA 
ASPEK HUKUM PERIKATAN 
PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH 
(Studl Kasus di pengadilan Negerl 
Medan) 

: H .  Abdul Muis, SH, M S. 
: DOS! N PEMBJMBI N� I 

. flJJJv--..-: ....... � ........ .. 

: Taufik Siregar, SH, M.Hum. 
: DOSE N PEMBIMBING II 

: .... � ... � 

ACC D IPERBANYAK UNTUK D IUJI 
KEPALA BIOANG 

HUKUM PERDATA 

� '1>. f.llll, 

( Zaini Munawir, SH, M.Hum. ) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



ABSTRAKSI 

ASPEK HUKUM PERIKATAN PEMBEBASAN 

HAKATASTANAH 

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan) 

OLEH 
SUNANSYAH AULIA R. 

NPM: 07 840 0146 

BIDANG HUKUM PERDATA 

Sejak lahimya UUPA No. 5 Tahun 1960 yaitu suatu undang-undang yang 
mengatur tent:ang agraria di Indonesia maka kepastlan hukum tentang t:anah 
semakln cerah dan kuat Tetapl bukan berarti hak ltu mutlak mumi, tetapi 
dibarengi dengan kepentlngan sosial/umum, dimana hak yang sudah dimilik.i oleh 

seseorang masih dapat dlcabut/dibebaskan dengan melalui proseclur hukum 
yang beriaku. Umpamanya pernbangunan yang dllakukan oleh swasta/pemerintah 
yang menyangkut kepentlngan umum memeriukan lokasi untuk pembangunan 
tersebut maka dalam hal Inf dapat dilakukan pencabutan / pembebasan tanah, 
dengan memberikan gantl rugi yang sesual atau yang wajar. 

Pembahasan skripsl lni adalah seldtar bagaimana sebenamya pelaksanaan 
pembebasan tanah sebagal suatu perbuatan hukum ant:ara pihak pembebasan tanah 
dengan pemlllk hak atas tanah dituangkan di dalam perjanjlan khususnya pada lokasi 
pembebasan tanah di di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Dell Kabupaten Deli 
Serdang. 

Adapaun latar belakang yang utama pengajuan judul penelitlan ini adalah 
untuk melihat apakah pembebasan tanah yang dllakukan telah menerapkan 
persyaratan-persyaratan sebagaimana dterangkan diatas. 

Metode penelitlan yang dipergunakan dalam menganalisls pernbahasan yang 
diajukan bersifat teoritis serta memperbandlngkannya dengan prakteknya di 
lapangan. 

Adapun permasalahan yang diajukan adalah : 
1. Apakah ketentuan hukum tentang pembebasan tanah yang dilakukan Di Desa 

Helvetia Kecamatan L.abuhan Deli Kabupaten Deli Serclang di dalam 
pelaksanaannya telah memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

2. Apakah pelaksanaan pembebasan tanah tersebut dituangkan dalam bentuk 
perjanjian secara tertulis ? 

Setelah dilakukan penelitlan maka dapat diketahul hal-hal sebagal berikut : 
1. Ketentuan hukum tentang pembebasan tanah yang dilakukan di Desa Helvetia 

Kecamatan Labuhan Dell Kabupaten Dell Serdang di dalam pelaksanaannya telah 
memberikan kepuasan kepada masyarakat karena dilakukan berdasarkan 
kesepakatan para pihak. 

2. Pembebasan hak atas tanah adalah dilakukan atas dasar musyawarah dan 
mufakat untuk mencapal kesepakatan harga tanah antara pihak pemilik tanah 
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dengan pihak Dlnas Pekerjaan Umum Bina Marga dan dilak.i;kan di hadapan 
Panitia Pembebasan Tanah serta disesuaikan dengan harga tanah setempat, 
harga tanah yang ditentukan oleh Pemerintah daerah setempat dan nilai jual 
objek pajak, dan dibuat secara tertulis. 

3. Pembebasan tanah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 
adalah dalam rangka pembangunan peningkatan jalan dan jembatan nasional 
khususnya sehingga terwujudnya sarana transportasl yang mudah dan nyaman 
bagl masyarakat, sekaligus akan meningkatkan potensl ekonoml yang dillntaslnya. 

4. Akibat hukum dalam pembebasan hak atas tanah adalah timbulnya pelepasan hak 
atas tanah dart pemilik semula dan dlikuti dengan pembertan gantl rugi atas 
tanah dan benda-benda yang ada di atasnya oleh Dlnas Pekerjaan Umum Bina 
Marga sebagai pihak yang membebaskan. 

5. Pembebasan tanah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 
adalah tldak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
dlmana tanah tersebut dlpergunakan untuk pembangunan penlngkatan jalan dan 
jembatan yang diperuntukkan bagi khalayak masyarakat atau kepentlngan 
um um. 

6. Masalah ganti rugi dalam pembebasan hak atas tanah di Desa Helvetia, dalam 
teknls pelaksanaannya maupun dalam menentukan besamya gantl rugl dilakukan 
dengan cara musyawarah untuk mufakat, hal inl sesuai dengan azas 
konsensuallsme yang menjiwal hukum perjanjian dalam KUH Perdata. 

Adapun saran yang dlajukan dalam penelltlan lnl adalah : 
1. Dalam melakukon pembebasan tanah hendaknya jauh hart sebelum pembebasan 

dilakukan seharusnya dladakan penyuluhan hukum secara konsepslaonal agar 
dengan demiklan kesadaran hukum masyarakat dapat membantu kesulltan 
instansi pemerintah yang mau menjalankan pembangunan nasional, karena 
kesadaran akan hukum oleh masyarakat merupakan senjata ampuh untuk 
mencapal kesuksesan dalam setlap program pembangunan yang dibuat oleh 
Pemerintahan. 

2. Dalam hal pemberian dan penentuan jumlah gantl rugl hendaknya 
pemerintah/instanasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai pihak yang 
memer1ukan tanah memperhitungkan harga tanah yang layak dan tldak terialu 
menekan sl pemllik tanah, agar si pemlllk tanah dapat mendapatkan gantlnya di 
lokasl lain, serta tldak kehllangan tempatnya untuk mencari nafkah. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Tanah dalam kehidupan manusla mempunyai arti yang sangat pentlng, 

oleh karena sebaglan besar kehidupan manusia adalah bergantung kepada tanah. 

Tanah sebagai suatu benda yang bersifat permanan dan dapat 

dicadangkan untuk kehidupan dimasa yang akan datang, sebab tanah merupakan 

tempat bermuklm bagi umat manusia, dlsamping sebagal sumber kehidupan bagl 

mereka yang mencari nafkah seperti petani, tanah juga dipergunakan sebagal 

tempat persemayaman terakhir bagl orang yang meninggal dunia • 
Mengingat kebutuhan akan tanah yang semakln menlngkat dlsebabkan 

pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi yang selalu membutuhkan tanah 

maka dipertukan suatu pengaturan tentang penguasaan dan penggunaan tanah, 

yang clengan singkat disebut Hul<um Tanah. 

Sejak lahlmya UUPA No. 5 Tahun 1960 yaitu suatu undang-undang yang 

mengatur tentang agrarla di Indonesia maka kepastian hukum tentang tanah 

semakin cerah dan kuat. Tetapl bukan bera.rti hak itu mutlak muml, tetapi 

dibarengl dengan kepentlngan soslal/umum, dimana hak yang sudah dimlliki oleh 

seseorang masih dapat dicabut/dibebaskan dengan melalui prosedur hukum 

yang bertaku. Umpamanya pembangunan yang dilakukan oleh swasta/pemerintah 

yang menyangkut kepentlngan umum memertukan lokasl untuk pembangunan 

tersebut maka dalam hal inl dapat dilakukan pencabutan / pembebasan tanah, 

dengan memberlkan gantl rugi yang sesual atau yang wajar. 
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Sebelum terjadlnya pembebasan tanah maka pada dasamya pihaX-'p ihak� 

tertentu yang terllbat di dalam pembebasan tanah tersebut mengadakan kesepakatan 

atau perjanjlan tentang besamya gantl rugi yang akan diberikan atas pelaksanaan 

pembebasan tanah tersebut. Apabila kesepakatan tfdak tercapal maka pelaksanaan 

pembebasan tanah tersebut tldak akan terjadi. Banyak kooflik yang t!mbul dalam 

pelaksanaan perjanjian pembebasan tanah lni khususnya tentang nilai darl gantl rugl 

tersebut. Sehingga dalam penelitian pertu dilakukan tindak lanjut penelitlan 

khususnya tentang penerapan perjanjlan dalam pelaksanaan pembebasan tanah 

tersebut. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Sebelum penulls membahas masalah yang akan dikajl dalam penullsan lnl, 

maka ter1eblh dahulu dijelaskan arti dan maksud judui skripsi lni. 

Skrlpsl ini berjudul : u Aspek Hukum Perikatan Pembebasan Tanah Hak Atas 

Tanah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)". 

Secara etlmologl, judul diatas dapat dlbagl dalam beberapa baglan 

yaitu: 

• Aspek Hukum • berartl suatu pandangan atau penilaian kepada sesuatu objek atau 

keadaan dengan dasar pandangan hukum. 

• Hukum • adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan 

'ngkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan 

resmi yang beiwajlb, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat dlambilnya 
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